
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: PM 59 TAHUN 2014 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 
TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN 

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI 
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang 
Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif 
Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi 
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, telah 
diatur ketentuan mengenai penetapan besaran tarif 
normal;

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan terhadap 
stakeholders penerbangan, perlu dilakukan 
penyesuaian kembali terhadap besaran prosentase tarif 
normal lebih kecil dari tarif batas atas sesuai kelompok 
pelayanan yang diberikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi 
Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas 
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara 
Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2720);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang 
Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3925);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 
Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME 
FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF 
BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI 
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi 
Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang 
Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal 
Dalam Negeri diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Badan usaha angkutan udara dalam menetapkan tarif 
normal lebih kecil dari 30% dari tarif batas atas sesuai 
kelompok pelayanan yang diberikan, wajib mendapatkan 
persetujuan dari Direktur Jenderal.
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Pasal II

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1810

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUK fl DAN KSLN,

DR. UMAR ARIS. SH, MM. MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001
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